BAB Il

GAMBARAN UMUM
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Sejarah Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan,
embrio dimulai dari dibentuknya suatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 09 Tanggal 17 Desember

2012.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna serta dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang pokok pokok
pengelolaan Keuangan Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan
tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, dengan berpedoman
kepada Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 09 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2012. Sejak Tahun 2013 sampai dengan
saat ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan bertempat di
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya tergabung
dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang berkantor di

Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan.
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Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati
jasa- jasa pahlawannya, pemahaman dari pernyataan Proklamator Bangsa Kita ini
dapat dikaitkan untuk skala yang lebih kecil tetapi kalimat tersebut pendek tetapi
memiliki makna yang berdampak luar biasa bila dapat dihadirkan dalam skala yang
terkecil sekecilpun. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku
sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain maka tidaklah mengherankan
bagi Negara Kita jika sering menemukan penyimpangan fakta dalam sejarah hal inilah
yang mengilhami kita bahwa kita harus memahami sejarah, karena dalam menghargai
dan menguasai sebagai modal kedepan dalam menentukan arah kedepan arah

pergerakan Dinas Pendapatan.

Dalam meningkatkan peranan dinas, maka usaha kearah penyempurnaan
organisasi setiap tahunnya terus diupayakan agar bisa memperluas jangkauan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan ini kami
mengharapkan akan dibentuknya kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

2.1 Visi

“ TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG AKUNTABEL
MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

KABUPATEN PELALAWAN ”,
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2.2 Misi

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Dana Bagi Hasil( ( DBH)

b. Tersedianya aparatur yang handal dan professional

c. Tersedianya data yang akurat dan tersinkronisasi

d. Meningkatkan kualitas layanan prima bagi masyarakat

e. Sistem pengelolaan administrasi dan manajemen yang berbasis Teknologi

Informasi.

2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

2.3.1 Tujuan

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan secara optimal

dari sekotor pajak.

b. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali.

c. Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

d. Meningkatkan pendapatan dan pengawasan.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak.

f. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi dan manajemen pajak yang

berbasis Teknologi Informasi.
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2.3.2 Sasaran

a. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak

b. Meningkatnya Wajib Pajak taat pajak.

c. Penggalian potensi wajib pajak baru.

d. Meningkatkan kemampuan aparatur untuk pengelolaan pajak.

e. Melaksanakan penyempurnaan database potensi pendapatan.

f. Meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat dalam urusan pajak.

g. Tersedianya informasi data yang akurat dan akuntabel.

2.4 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Pelalawan

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 13 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 6);

2.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

c. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan

d. Bidang Pendapatan Asli Daerah

e. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan
f. Bidang PBB dan BPHTB

g. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan
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b

.6 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawalan

1). Kepala Dinas mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pelalawan sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2012.

Memimpin,merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-
tugas umum, kepegawaian perlengkapan, keuangan, program, hubungan
masyarakat, hokum, organisasi, tata laksana dan keamanan.

. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah.

A. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Program
2. Sub. Bagian Umum

3. Sub. Bagian Keuangan

B. Setiap Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan

1

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

. Subbagian Program memiliki tugas :
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. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Subbagian Program
berdasarkan program kerja secretariat;

. Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Dinas;

. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas;

. Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

. Menyusun rencana dan program Kkerja operasional Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan program kerja secretariat;

. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta
administrasi kepegawaian;

. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas;

. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbagian Keuangan
berdasarkan program kerja secretariat;

. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran

dan Penerimaan;

3). Bidang Pendaftaran dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas :

a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas dibidang Pendaftaran dan Perhitungan diantaranya
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melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan besarnya pajak
dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
b. Kepala Bidang Pendaftaran dan Perhitungan berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

A. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan terdiri atas :

B.

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

2. Seksi Perhitungan

3. Seksi Penetapan

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Pendaftaran dan
Pendataan berdasarkan program kerja bidang Pendaftaran dan Perhitungan;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
seksi Pendaftaran dan Pendataan;

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi
pendaftaran dan pendataan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana
kegiatan;

Seksi Perhitungan mempunyai tugas :
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. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Perhitungan berdasarkan
program Kerja bidang Pendaftaran dan Perhitungan;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
seksi perhitungan sebagai kerangka / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi
perhitungan;

. Seksi Penetapan mempunyai tugas :

. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Penetapan berdasarkan
program kerja bidang Pendaftaran dan Perhitungan;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
seksi penetapan;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi

penetapan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

4). Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas :

a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas dibidang Pendapatan Asli Daerah diantaranya melaksanakan
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penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan
melakukan pelayanan keberatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,
melaksanakan penggalian potensi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan
sah.
. Kepala Pendapatan Asli Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri :
1. Seksi Penagihan dan Keberatan
2. Seksi Lain-lain Pendapatan yang Sah
3. Seksi Penggalian Potensi PAD
. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
. Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :
. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Penagihan dan
Keberatan berdasarkan program kerja bidang Pendapatan Asli Daerah;
. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan
. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi
penetapan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

. Seksi Lain-lain Pendapatan yang Sah mempunyai tugas :
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. Menyuusun rencana dan program kerja operasional seksi lain-lain pendapatan
yang sah berdasarkan program kerja bidang Pendapatan Asli Daerah;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
seksi lain-lain pendapatan yang sah;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi
penetapan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

. Seksi Penggalian Potensi PAD mempunyai tugas :

. Menyuusun rencana dan program kerja operasional seksi penggalian potensi PAD
berdasarkan program kerja bidang Pendapatan Asli Daerah;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi

penggalian potensi PAD sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

5). Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas :

a. Memimpin,merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi,mengkoordinasikn dan

mengendalikan tugas bidang bagi hasil dan dana perimbangan diantaranya

melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak, bagi hasil lain-lain dan bagi hasil
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bukan pajak, mengumpulkan bahan, mengkaji dan menelaah praturan perundang-
undangan dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Kepala Pendapatan Asli Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

A. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan terdiri dari :
1. Seksi Bagi Hasil Pajak
2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

3. Seksi Bagi Hasil Lain-lain

B. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas :

a. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Bagi Hasil Pajak
berdasarkan program kerja bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Bagi Hasil Pajak;

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bagi

Hasil Pajak sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
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2.Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas :

a. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
berdasarkan program kerja bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;

¢. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bagi

Hasil Bukan Pajak sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

3.Seksi Bagi Hasil Lain-Lain mempunyai tugas :

a. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Bagi Hasil Lain-lain
berdasarkan program kerja bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Bagi Hasil Lain-lain;

¢. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Bagi

Hasil Lain-lain sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
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6). Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas :

a. Memimpin,merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi,mengkoordinasikn dan
mengendalikan tugas dibidang PBB dan BPHTB diantaranya melaksanakan
penagihan pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan melakukan
pelayanan keberatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, melaksanakan
pendapatan, penilaian, penetapan dang pengelolaan data.

b. Kepala Bidang PBB dan BPHTB berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

A. Bidang PBB dan BPHTB terdiri :

1. Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding

2. Seksi Penerimaan.

3. Seksi Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pengelolaan Data.

B. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas :

a. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Penagihan, Keberatan
dan Banding berdasarkan program kerja bidang PBB dan BPHTB,;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas

Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding Data PBB dan BPHTB;
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. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi
Penagihan, Keberatan dan Banding sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana
kegiatan;

. Seksi Penerimaan mempunyai tugas :

. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Penerimaan,
berdasarkan program kerja bidang PBB dan BPHTB;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Penerimaan Data PBB dan BPHTB;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi
Penerimaan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;

. Seksi Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas :

. Menyuusun rencana dan program kerja operasional Seksi Pendataan, Penilaian,
Penetapan dan Pengelolaan Data, berdasarkan program kerja bidang PBB dan
BPHTB;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Seksi Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pengelolaan Data Data PBB dan

BPHTB;
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